
 

 

 

 

 

Jakarta, 17 Desember 2024   

  

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 yang diumumkan 

secara nasional pada hari Sabtu,  tanggal 14 Desember 2024, pukul 

22.15 WIT  
   

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  Jakarta Pusat  

  

Dengan hormat, bersama ini kami : 

1. Nama Lengkap : Dr. Robby Kayame, S.Km.,M.Kes 
Alamat Domisili :   

    

    

.    E-mail :  
NIK :  
 
 

2. Nama Lengkap : Hengky Kudiai, S.P. 
Tempat Tanggal Lahir :  

Alamat Domisili :   

     

    

NIK :  
 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 Nomor 

Urut 2. 



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 067/SK/LBH-JARIPA/XII/2024 

bertanggal 16 Desember 2024. 
 

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 

1. ISHAK RONSUMBRE, S.H., M.H., M.A.,CPCLE       (NIA : 16.10.14.1088) 

2. IRWAN PANGARIBUAN, SH      (NIA : 17.01652) 

3. ROBERTH MANAKU, SH.      (NIA : 19.309.2019) 

4. ABNER ANTHON WAMBRAUW, SH    (NIA : 01.003744) 

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Kantor Hukum 

“LBH JAGA RIMBA PAPUA” yang beralamat di jalan Gajahmada No 23, 

Kelurahan Oyehe, Nabire Papua  Tengah No HP 085291214343, email 

:ishak.advokat81@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama 

bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: 

Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- Pemohon; 

  

Terhadap, 

  

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, yang beralamat di Jalan Raya 

Madi-Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua tengah; 

Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- Termohon; 

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal 

Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan 

Wakil Bupati Kabupaten Paniai, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Paniai No 48 Tahun 2024 tanggal 14 Desember  2024 

tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024. Yang diumukan pada hari Sabtu 15 

Desember 2024, Pukul. 22.15, WIT. 

 

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir 



dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah 

Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 

September 2022 selengkapnya harus dibaca, ”Perkara perselisihan 

penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan 

diadili oleh Mahkamah Konstitusi; 

b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 

Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 

3/2024), objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah 

Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil 

pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih; 

c. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan 

perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Paniai dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota  Tahun 2024, 

bertanggal 27 November 2024 yang diumumkan pada tanggal 14 

Desember 2024, Pukul 22.15, WIT [Bukti P -01]; 

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon 

Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara 

perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur 

dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan 

Wakil Walikota Tahun 2024. 

I. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN 

a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam 

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 

(PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya 

dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja 

terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan 

oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota; 

b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor  48  

tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan 



Wakil Bupati di Kabupaten Paniai 2024 bertanggal 27 November 2024 

yang diumumkan pada tanggal 14 Desember 2024, Pukul 22.15 WIT. 

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, 

Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam 

tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh 

peraturan perundang-undangan 

  

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 

a. Bahwa berdasakan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara 

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan 

pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan 

calon Bupati dan Wakil Bupati; 

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Paniai Nomor 48  Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Tahun 2024, Lampiran [Bukti P-01] 

c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 30 

Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, telah menetapkan 

Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 Nomor 2. Lampiran  [Bukti P-02 ] ; 

d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Paniai Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan 

Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024 bertanggal 14 

Desember 2024,  Lampiran  [Bukti P-03] ; 

e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a / huruf b / huruf c / huruf d 

atau Pasal 158 ayat (2) huruf a / huruf b / huruf c / huruf d Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 

dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan : 

 

 

 

 



Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota : 

 

 

 

 

 

Jumlah Penduduk 

Perbedaan Perolehan Suara 

Berdasarkan Penetapan Perolehan 

Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP 

Kabupaten/Kota 

 

≤ 250.000 2% 

 

250.000 – 500.000 1,5% 

 

500.000 – 1.000.000 1% 

 

> 1.000.000 0,5% 

  

f. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Paniai dengan jumlah Penduduk 115 jiwa, berdasarkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 

tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten 

Paniai Provinsi Papua Tengah Dalam Penyelanggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wail Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 

2024. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara 

antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling 

banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara 

tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Paniai. 

g. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah 

menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 

10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, 

Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan 

Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, 

Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 

2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 



April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 

bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil 

pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 

158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok 

permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil 

kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 

adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan 

[antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 

bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-

XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 

59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah 

Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan 

Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, 

Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 

2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21 / PHP.KOT-XIX/ 2021 

bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi 

Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap 

permohonan a quo;  

h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon 

memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan 

keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan 

Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor  

48 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan 

Bupati Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Paniai Tahun 2024. Calon Bupati 

dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai sebelum dibuktikan bersama-sama 

dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024. 

 

 



III. POKOK PERMOHONAN 

a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh 

Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, 

sebagai berikut:  

 

Tabel 1 

No 

Urut 

Nama Pasangan Perolehan Suara 

1 YAN PIET NAWIPA, A.Md.Tek 

dan HAM YOGI, SE 

 54.763  

2 Dr. ROOBY KAYAME, 

S.Km.,M.Kes dan HENGKI 

KUDIAI, SP 

10.761 

3 NASON UTI, SE.,MM dan JHON 

DEKI YOGI 

24.894 

 

4 THOMAS, YEIMO, S.STP.,M.Si 

dan YERI ADII 

23.516 

5 OTTOPIANUS GOBAI, S.IP dan 

DEKI NAWIPA 

1.516 

Total Suara Sah 115.424 

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan 

perolehan suara sebanyak 10.761 suara) 

b. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, 

perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut: 

Tabel 2 

(Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)  

 

No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara  

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 16.131 

2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 

(Pemohon) 

44.921 

3. Pasangan Calon Nomor Urut 3  23.963 

4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 24.330 



5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 6.079 

 Total Suara Sah 115.424 

 

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan 

suara sebanyak 44.921 suara)  

 
 

Bahwa berkaitan dengan Perselisihan Perolehan Suara sebagaimana dalam 

Tabel 1 dan 2 diatas, maka dapat pemohon menjelaskan beberapa Contoh 

Perbedaan Perolehan Hasil di Lapangan dan Form D-Hasil Menurut PPD di 

Beberapa Distrik di Kabupaten Paniai : 

 

- Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Aradide, Kabupaten Paniai, 

adalah 995 Suara dari Total Suara, 3.080 DPT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Jika dilihat dari Perolehan Suara yang dituangkan dalam D-Hasil 

Suara Pemohon dihilangkan. 

 

- Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, 

adalah 381 Suara dari Total Suara, 1.536 DPT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolom D-Hasil 

 

 

 

- Jika dilihat dari Perolehan Suara yang dituangkan dalam D-Hasil 

Suara Pemohon dihilangkan. 

 

 

 

 

 

 

 













- Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Paniai Timur (Kampung 

Enarotali/Dupia TPS 1-20, Kabupaten Paniai, adalah 10.000 Suara 

dari Total Suara, 11.366 DPT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Perolehan Suara Pemohon pada Kampung Iyaitaka, Distrik Paniai 

Timur, Kabupaten Paniai, adalah 350 Suara dari Total Suara, 469 DPT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





- Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Siriwo, Kabupaten Paniai, 

adalah 1.450 Suara dari Total Suara, 4.671 DPT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Namun Jika dilihat dari Perolehan Suara yang dituangkan dalam D-

Hasil Suara Pemohon dihilangkan. 

 

 

 





- Perolehan Suara Pemohon pada Distrik Topiyai, Kabupaten Paniai, 

adalah 907 Suara dari Total Suara, 3.631 DPT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jika dilihat dari Perolehan Suara yang dituangkan dalam D-Hasil 

Suara Pemohon dialihkan ke Paslon Tertentu. 

 

 









a. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh 

Penyelenggara baik tingkat PPS, PPD, Pandis dengan tidak 

melaksanakan tahapan Pemilu Kepala Daerah dengan baik 

sehingga  menyebabkan  terjadinya selisih angka perhitungan 

antara Pemohon dan Paslon No 1, Pemohon telah mengajukan 

surat Pengaduan yang diterima langsung oleh  Ketua Bawaslu 

Kabupaten Paniai pada tanggal 04 Desember 2024, di Madi Paniai. 

b. Bahwa Karena tidak adanya Akses Layanan Bawaslu Kabupaten 

Paniai atau Gakumdu yang tidak Berada di Kantor Sepanjang 

Proses Tahapan Pemilihan hingga Rekapitulasi sehingga Pemohon 

mendapatkan dari Gakumdu untuk mengajukan Laporan 

Pelanggaran Melalui Bawaslu Provinsi Sebagaimana dalam Tanda 

Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 

05/LP/PB/Prov/36.00/XII/2024, Tanggal 09 Desember 2024, Di 

Nabire Papua Tengah. 

Atas respon surat dari Pemohon, maka pada tanggal 11 Desember 

2024 Bawaslu Kabupaten Paniai telah mengeluarkan surat 

Rekomendasi No. 002/Rekom/94.03/BWSI.PAN/11/XII/2024 yang 

sifatnya SEGERA, Perihal: Rekomendasi Pembatalan RApat Pleno 

Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk 

seluruhnya. 
 

c. Bahwa kemudian KPU Paniai melakukan kembali Rapat Pleno pada 

tanggal 13 dan 14 Desember 2024, maka atas Portes para 

PASLON No urut 2-5 kepada Bawaslu Kabupaten Paniai. Oleh 

Ketua Bawaslu Kabuoaten Paniai telah mengeluarkan surat 

Bawaslu Kabupaten Paniai No. 

003/Rekom/94:03/BWSLI..PAN/14/XII/2024 yang telah 

mengeluarkan dan mendasari hal-hal yang terjadi pada 

pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem Noken/ikat di 

Kabup[aten Paniai, Provinsi Papua Tengah sesuai pemungutan dan 

perhitungan suara serta Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara 

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024: (Bukti P.05) 
 

 

 

 

 



Yang dalam isi SURAT Rekom Bawaslu Kabupaten Paniai tanggal 

14 Desemebr 2024, yang sifatnya SEGERA  dengan isi surat 

Sebagai berikut: 

1. Pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara, Hari Rabu 

tanggal 27 November 2024, Pukul 07.30-13.00,WIT. Masyarakat 

di 230 TPS yang terdapat pada 164 Desa atau Kampung dan 

19 Kecamatan atau Distrik tidak melaksanakan Pemungutan 

Suara dengan Sistem Tingkat TPS atau Kampung untuk 

Pemilihan Gubernur Papua Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Paniai. 

2. Pada hari pemungutan dan penghitungan Suara, Hari rabu 

tanggal 27 November 2024, Form C Hasil dari 230 TPS dari 164 

Kampung dan D Hasil dari 19 Distrik di hilangkan oleh PPD dan 

Panwaslu Distrik Kabupaten Paniai. 

3. Pada tanggal 27 November -03 Desember 2024, tidak pernah 

melakukan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat TPS 

pada 230 TPS yang terdapat pada 164 Kampung tidak pernah 

mendapatkan C Hasil dari KPPS dan PPD serta Panwaslu 

Distrik dan Saksi saksi tidak pernah mendapatkan D Hasil oleh 

PPD pada 19 Distrik Kabupaten Paniai. 

4. Pada tanggal 27 November-03 Desember 2024 Pengawas 

TPS/Pengawas Kelurahan atau Desa dan Saksi-saksi 

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah 

serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, Tingkat Distrik 

tidak pernah mendapatkan Tingkat TPS pada 230 TPS yang 

terdapat pada 164 Kampung tidak pernah mendapatkan C hasil 

dari KPPS dan PPS serta Panwaslu Distrik dan Saksi saksi 

tidak pernah mendapatkan  D Hasil dari PPD pada 19 Distrik 

Kabupaten Paniai. 

5. Bahwa hasil kesepakatan masyarakat yang terdapat pada 230 

TPS dalam 164 Kampung dan 19 Distrik, tidak di akomodir 

dalam C Hasil oleh KPPS atau PPS dan tidak diakomodir dalam 

D Hasil oleh PPD untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Papua Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati di 

Kabupaten Paniai. 

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai, tidak pernah mendapatkan 

D Hasil dari Panwaslu Distrik yang terdapat pada 24 Distrik 

untuk di gunakan data sandingan dalam rapat Pleno 

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat KPU 

Kabupaten Paniai pada 04,11,13 dan 14 Desember 2024.  



7. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara 

Tingkat KPU Kabupaten Paniai pada 04, 11, 13 dan 14 

Desember 2024, PPD membacakan D Hasil untuk 19 Distrik 

yaitu: Distrik Ekadide, D Dogomo, D Bayabiru, D Teluk Deya, D 

Bibida, D Nakama, D Wegebino, D Youtadi, D Topiyai, D 

Aradide, D Bogobaida, D Kebo, D Wegemuka, D Aweida, D 

Siriwo, D Yatamo, D Paniai Timur, D Dogomo, dan D Duma 

tidak sesuai dengan Hasil Kesepakatan Masyarakat di Tingkat 

TPS/Kampung.  

8. Berdasarkan uraian pada poin 7 diatas, Maka Bawaslu 

Kabupaten Paniai meminta KPU Kabupaten Paniai segera 

membatalkan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil 

Perhitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten 

Paniai untuk seluruhnya dan meminta KPU Kabupaten 

Paniai segera mengakomodir kembali Hasil Kesepakatan 

Masyarakat Tingkat TPS pada 230 TPS yang terdapat pada 

164 Kampung dan 19 Distrik dari 24 Distrik untuk Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah serta Bupati dan 

Wakil Bupati di Kabupaten Paniai.  

Bahwa atas Pelanggaran tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Paniai Telah 

Menerbitkan Rekomendasi Nomor : 003/Rekom/94:03/BWSLI..PAN/14/XII/2024 

Kepada KPUD Paniai Untuk Membatalkan Rekapitulasi Karena telah terjadi 

Pelanggaran namun rekomendasi tersebut tidak dijalankan oleh KPU Paniai. 

 

IV.   PETITUM 

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon 

kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

1. Mengambulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 

2. Membatalkan  Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun2024 

tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan 

Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 

2024 pukul 22.15,WIT, 

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 dalam Keputusan KPU/KIP 

Kabupaten Paniai Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan 

Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai 

Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut: 




